JNAN
SUSP ATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO

phang

WALIKOTA PALOPO
PROVINS! SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO t
NOMOR: 33 TAHUN 2016

TENTANG
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIXOTA PALOPO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu
mengatur Susunan Organisasi,Kedudukan, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota
Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negarz. Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah
diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-
Undarg Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, - tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8., 7Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389); !

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

S. Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2014 tentang
Pemerintzhan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Undang-undang 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

6. Unda.ng--Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang
Adminisrrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
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7 Undgng-’]ndang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan  Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Nepara Republik indonesia Nomor 4301);

g, Peraturan Pemex‘intah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah:

MEMUTUSKAN

Lo , PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN
lsP ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
' TATA XERJA PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO

BAB I |
KETENTUAN UMUM |
Pasal 1

peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Palopo; '
, pemerintah Daerah adalah Wa.hl'(ota Sebagai unsur Penyelenggara
ycmerintaf*an Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan
i gmenje.di kewenangan Daerah Otonom;

Jalikcta adalah Walikota Palopo;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
|embaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo;
Dinas Pendidikan Ko*a Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD
| dzlam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan,;
Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Pendidikan Kota
Palopo;
' Semlc)atarls adalah Sekreteris Dinas Pendidikan Xota Palopo;
B lepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas
| Pendidikan Kota Palopo;
Repale Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas
Pendidilcan Kota Palopo;
| ioltpala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Dinas Pendidikan
| Acta Palopo;
ftuan Pendidikan adalah Unsur yang melaksanakan kegiatan teknis
|} Operasional-dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. :
P fteawai adalah orang yang bekerja pada lingkup kantor Dinas Pendidikan
‘, ‘ta Palopo, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Non' Pegawai-
§ "egeri Sipil.
' Dibatan Fingsional adalah Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan
|} “atrah Kota Palopo.

Scanned by CamScanner



BAB II
SUSUNAN CRGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Palopo terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sckretariat, terdiri atas
1) Sub Bagias Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan;
2) Sub Bagien Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.

¢. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non formal dan Informal
terdiri atas :
1) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
2) Seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;
3) Seksi Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan.

d. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri atas : ¢
1) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
2) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
3) Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah

Dasar.

~ e. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas :
1) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
2) Seksi Pembinaan Kclembagaan dan sarana Prasarana SMP;
3) Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP.

f. Satuan Pendidikan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

() Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

Dinas pendidikan membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan
emerintahan  bidang Pendidikan yang berkedudukan dibawah dan
bertanggqu jawab kepada Walikota.
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BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
KEPALA DINAS
' Pasal 4

" Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di
" bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah;

) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan
| Penyelenggaraan Urusar Pemerintahan pada Bidang Pendidikan yang
menjadi kewenangan daerah.

) Untuk mleaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2),

Kepala Dinas Pendidikan, mempunyai Fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis calam bidang pendidikan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum
bidang pendidikan;

c. pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan
pemerintahan di 1Jinas Pendidikan;

d. pengelolaan administrasi Dinas; dan

€. pelaksanasn peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

) Untuk meiaksanaka1 tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pendidikan mempunyai Rincian
Tugas :

| a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya
yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

b. merumuskan program kerja Dinas Pendidikan sebagai pedoman kerja;

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir Sekretaris, dan
Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan agar bersinergi dan
saling mendukung dalam pelaksanaan tugasnya;

d. mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan

, tugas di lingkungan Dinas Pendidikan agar berjalan sesuai dengan

’ yang direncanakan;

e. mengsinkronisasikan, rencana/program Dinas Pendidikan secara
terpadu berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Pemerintah Kota Paloro dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu
layanan pencidikan; ‘ .

f. melakukan konsultasi dan membina hubungan kerja sama dengan
Provinsi, Pusat dan dinas/instansi lingkup Pemerintah Kota Palopo
dan instansi vertikal serta asosiasi/lembaga-lembaga lainnya;

8. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian teknis kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan
perdagangan di lingkungan Dinas Pendidikan,;

h. memberikan masukan dan usul serta saran dan pertimbangan kepada
Pemerintak Kota baik dalam penyusunan kebijakan pemecahan
masaleh dalam rangka pembinaan dan pengembangan Bidang
Pendidikan;

. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional
di lingkungan Dinas FPendidikan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Scanned by CamScanner



mbuat dan menyampaikan Rencana Anggaran Satuan Ke ja kepada
§- “‘Ln“,nmah Kota Palopo; = rel P
membuat dan menyampaikan Rencana Anggaran Satuan Kerja kepada

‘qscm. dan
melaporkan hasil peiaksanaan kegiatan Dinas serta memberi saran

imbengan kevada  pimpinan untuk menjadi  bahan dalam
engambil kebijakan:

me]akulxan tugas lain sesuai petunjuk atasan;

" membuat hasil kegiatan Dinas Pendidikan serta memberi saran
.rtimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam
nentuzn kebijakan;

e, menilai prestasi keija bawahan; dan
me];iksanal\an tugas kedirasan lainnya yang diperintahkan Walikota,
" untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT
Paragraf 1
Sekretaris

Pasal 5

gekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
pertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

gekretaris mempunyai Tugas Pokok : membantu Kepala Dinas dalam
‘merencanakan program kerja Dinas, memberikan pelayanan teknis
administrasi, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian
Perencanaan, Keuangan. Monev dan Tindak Lanjut dan Sub Bagian
Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas pembantuan.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Sekretaris, mempunyai Fungsi :

a. pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas;

b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan
Tugas Pernbantuan, Evaluasi dan Tindak Lanjut;

¢. pengoordinasian. pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat

menyurat;
d. penyusunan program dan rencana Kerja serta kebutuhan Anggaran;

dan
e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan,

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagimana dimaksud ayat
(2 dan ayat (3), Sekretaris mempunyai Rincian Tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan  Dinas sebagai pedoman dalam
~ pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;

C. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkup sekretariat;
U menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau
~ Menandatangani naskah dinas;
- & melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan
7 bahan penyusunan program;
 Melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi den
Integrasi pelaksanaan kegiatan;
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nemksannlm‘l ¢an mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan
I aluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
N melaksmmkﬂﬂ dan mmSOOTdinas@kan pengolahan data dan informasi;
k- melakss nakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
\ melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum
I jan aparatur;
mclaksanakan dar  mengoordinasikan pelayanan  administrasi
rdagangarn, o
melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana
kebutuhan anggaran,
pelaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil
" pemeriksaan;
melaksanakan pembinaan dan Pengelolaan Perdagangan; !
meiaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan,
emeliharaan dan penghapusan barang; "
melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan;
raenyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; '
s. menilai prestasi kerja bawahan; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala
dinas. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
b Bagian Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Pasal 6

) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Penyelenggara Tugas Pembantuan
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
~ bertanggung jawab kepada Sekertaris;

| Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan mempunyai Tugas Pokok : 1nengelola urusan
ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan
administrasi kepegawaian dan penyelenggaraan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Sub Pagian Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas

Pembantuan, mempunyai Rincian Tugas:

- & merumuskan rencana kebutuhan pegawai pada Dinas dan Satuan

Pendidikan;

. mengelola administrasi kepegawaian dan melaksanakan pehingkatan

Sumber Daya Manusia pegawai serta pembinaan Disiplin Pegawai;

- merencanakan dan melaksanakan Peningkatan Kesejahteraan
Pegawai; ‘

« melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan,

organisasi, ketatalaksanaan, dan penyusunan bahan rancangan

Peraturan;

* menyusun Dbahan perundang-undangan dan fasilitasi : bantuan

nukum;

melaksanakan Evaluasi Kegiatan Urusan Umum dan Kepegawaian,;

melaksanakan koordinasi urusan pembantuan administrasi satuan

lfendidikan Menengah terkait Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

Sa-ana Prasararia dan Kesiswaan dengan instansi terkait serta

fasilitasi proses akreditasi pada Satuan Pendidikan;

6
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h membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
' gerta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi
pahan dalam mengambil kebijakan:;

melakukan  pendistribusian  tugas aan Pemberian Petunjuk
peleksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi  hasil
karjanya,

menilai prestasi kerja bawahan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan
sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

e

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
Pasal 7

) sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
dipimpin olch seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
pertanggung jawab kepada Sekretaris; 4

] Kepala Sub Bagian Perercanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tingiak Lanjut
mempunyai Tugas Fokok : melakukan urusan perencanaan dan
penyusunan progrem Kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan
dan menge.ola Database Dinas dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Sub BagianPerencanaan, Xeuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut,

mempunyai Rincian Tugas, sebagai berikut :

a. melaksanakan penyvusunan rencana program, anggaran dan Kkegiatan;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas;

c.iremantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkup sekretariat;

d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau
menandatangani naskah dinas;

e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja;

f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan;

g menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran,;

h. melaksanaken penyusunan laporan keuangan;

- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan

kegiatan;

1 J. menyiapken bahan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan

k. melaksanakan penge'olaan data dan kerjasama;

l. menilai prestasi kerja bawzhan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sekretaris,
Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
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Bagian Ketiga
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL

Paragral 1

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Nonformal dan Informal

Pasal8

pidang Pemb'inaa_m Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan
1 mformal dipllmpm seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan
pertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Kepala Bidang Pembhinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
) Nenformal dan Informzl mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan
koordinasi penye.lenggaraan pendidikan pada Bidang Pendidikan Anak
ysia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal.

i3) Untuk me!aksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan

Nonformal dan Informal, mempunyai Fungsi:

a. penyusunan rencana kerja bidang;

p. perumusan penjabaran kepijakan teknis;

¢ pengkoordinasian penyiapan dan penyelenggaraan kelembagaan
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal;

d. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan teknis, pengurusan dan
pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan
Informal; .

e. pengkoordinasikan fasilitasi akreditasi lembaga Pendidikan Anak Usia

- Dini, Non Formal can Informal,;

f. pengkoordinasikan kegiatan penilaian hasil belajar, pengujian/uji
kompetensi dan sertifikasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Nonformal den [nformal:

g. penyiapan bahan Japoran bulanan, triwulan dan tahunan atau setiap
saat diperlukan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan avat (3), Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak

Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai Rincian

Tugas :

a, menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA'! dan Rencana Kinerja
(RENJA) sesuai lingkup tugasnya;

b, menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan
lainnya sesuai lingkup tugasnya;

¢. merencanakari, meriyusun den melaksanakan program dan kegiatan
sesuai lingkup tugasnya;

- d. melaksanzkan penyusunan rencana dan program serta mekanisme
penyelenggaraan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non
Formal dan Informal;

€. menyusun dan menyebar luaskan pedoman dan petunjuk
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal
dan Informal;

L melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis, dan penyajian data

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan

Informal;
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pembentukan satuan Pendidikan
Formal dan Informal, meliputi
ursus dan satuan PNFI sejenis
ompok bermain dan bimbingan

Jorong dan mengkoordinasikan
lcn K D. . P " g
¢ ek Usia Dini, endidikan Non
tuan PNFI, I(elo;npok Belajar, K
:e perd taman penitipan anak, kel
pelajar o
memba“tu dan mengoordinasikan pen
h. mengusahakan penyediaan fasilitas
dibutuhkan;

; mendorong war E;"l masyaralkat yang memiliki keterampilan tertentu dan

" |enbagd PeUSANAAn yang Lerminat mengadakan kerjasama dalam
menyelenggarakan kursus/magang;

. pelaksanakan pemantauan dan evaluasi program serta pengembangan

) yualitas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal
dan In‘ormal;

] membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas tutor dan
fasititator; '

| mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan

" gilingkup tugasnya serta mencarj alternatif pemecahannya;

n memgelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

n, memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

3 membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

D menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada
atasail;

q. menilai prestasi erja bawahan; dan

r. melaksanakun tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala
Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

yediaan tempat belajar serta
dan bahan belajar yang

Paragraf 2
Seksi Pemnbinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Pasal 9
| Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang;

Kepala Seksi Pembinaan Pencidikan Anak Usia Dini mempunyai Tugas
Pokok . membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan
- teknis di Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.

| Dalam melaksanakail tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2,

Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, mempunyai Rincian

Tugas:

& mengumpulkan, 1nenganalisa data dan informasi pada seksi

Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; '

b. menyusun bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pada seksi

Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;

£ melaksanakan kegiatan pelayanan, pembinaan, monitoring dan
evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mencrapakan norma, standar prosedur, dan kriteria pembelajaran,
Peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan
Pendidikan Anak Usia Dini;
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1)

2)

3)

melaksanakan hubungan 'ker_ia sama dan peran serta masyarakat

dalam pfa_nye!enggaraan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini;

[ memfn:nl‘ltasg pelaksanaun kegiatan Akreditasi Lembagu Pendidikan
Anak Usia Dini;

g melaksanakan Lemantauan, anaiisis, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia
Dini;

h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan
pendidil@n Anak Usia Dini dan memberikan saran pertimbangan
kepada pimrinan sebagai bahan perumusan kebijakan;

i, menilai prestasi kerja bawahan; dan

j melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala

bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Pasal 10

Seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang;

Kepala Sekesi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
mempunyai Tugas Pokok : membantu Kepala Bidang melaksanakan
penjabaran  kebijakan teknis pada seksi Pembinaan Pendidikan
Keaksaraan dan Kesetaraan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Secksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan,
mempur.yai Rincian Tugas:

a. mengumpulkan, menganalisa data dan informasi pada seksi
Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;

b. menyusun bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pada seksi
Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan:

c. melaksanakan kegiatan pelayanan, pembinaan, monitoring dan
evaluasi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;

d. menerapakan norma, standar prosedur, dan kriteria pembelajaran,
peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan
pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;

e. melaksanakan hubungan kerja sama dan peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pengembangan Pembinaan Pendidikan
Keaksaraan dan Kesetaraan;

f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Akreditasi Lembaga Pendidikan
Keaksaraan dan Kesetaraan;

g melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan
dan Kesetaraan;

h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan
Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan memberikan saran
pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan;

1. menilai prestasi kerja bawahan; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala
bidan;z, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
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Paragraf 4
Seksl Pembinuan Lombaga Kursus dan Pelatihan
Pasal 11

k S pembinaan Lemoaga Kursus dan Pelatihan dipimpin oleh seorang

;:ep*:‘lﬂ Sekst yeng berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidm\g;

gepﬁlf‘ Seksi Pcmbimu}n L-embu:gn Kursus dan Pelatihan mempunyai Tugas
ok Mcmbx\lntu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan

eknis pade seksi Fembiaan Lembaga Kursus dan Pelatihan.

palam mclak‘smmkaf‘l tugas rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
gepala Seksi Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan, mempunyai
Rmcian Tugas: )

¢ mengurapulkan, menganalisa data dan informasi pada seksi

pembinaan Lemhaga Kursus dan Pelatihan;

p. menyusun bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pada seksi

Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan,;

melaksanakan kegiatan pelayanan, pembinaan, monitoring dan

evaluasi Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan;

l. menerapakan norma, standar prosedur, darn kriteria pembelajaran,
esertn didikk, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan
pendidikan Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan;

. melaksanakan aubungan kerja sama dan peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pengembangan Pembinaan Lembaga Kursus
dan Pelatihan;

{ memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Akreditasi Lembaga Kursus dan
Pelatihan;

g melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan Kebijakan pada seksi Pembinaan Pendidikan Lembaga
Kursus dan Pelatitarn;

h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Lembaga

i Kursus dan Pelatihan dan memberikan saran pertimbangan kepada
pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan;

_ menilai prestasi lzerja bawahan; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahlkan kepala
bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

C.

Bagian Keempat

BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
Paragraf 1

Pidang Pembinazn Pendidikan Sekolah Dasar
Pasal 12

)Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

bl{epala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, mempunyai Tugas
Pokok : melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Dasar, membimbing,
- mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari
 seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, seksi
Pembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Dasar, dan seksi
Pembinean Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.

11
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laksanakan tugas pokok sebazai T :

Jam M . 518 POROk scbagaimana dimaksud pada ayat (2),

g.‘)m qla Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, mempunyai nmgs(i:)
he enyusunan rencana kerja bidang;

g- snjabﬁm“ kebijakan teknis;

3 ngoordmasmn penviapan dan penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan

* gekolah Dasar;

ngoordinasian - pelaksanaan pembinaan teknis, pengurusan dan

d. ggmbi-‘aan Pendidikan Sekolah Dasar; pene

1 ngoordinasian fasilitasi akreditasi satuan Pendidikan Sekolah Dasar;

¥ penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar;

_ penyusunan bahan pembinaan  Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
kelembagaan, sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan
karakter Sekolah Dasar;

h. pengOOrdm_aSIan ke_giatap penilaian  hasil belajar, pengujian /uji
)orapetensi dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah .
Dasar;

i, penyiapan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan atau setiap
saat diperlukan. '

¢ Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar

mempunyai Rincian Tugas :

a. menyusun bzhan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja
(RENJA) sesuai lingkup tugasnya;

p. menyasun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan
lainnya sesuai lingkup tugasnya; i ,

¢. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan Kkegiatan
sesuai lingkup tugasnya;

d. menganalisis kerangka dasar dan struktur kurikulum Sekolah Dasar
termasuk aiternatif karikulum muatan lokal untuk meningkatkan dan
mengerabangkan keunggulan wilayah /lokal;

e. menganralisis dzn merumuskan standar kompetensi kelulusan;

f. menganelisis deta, informasi dan isu-isu kesiswaan, kurikulum, dan
tata kelola yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan bidang
Sekolah Dasar;

g menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan dan
peningkatan mutu Sekolah Dasar;

h. menyusun bahan/materi pembinaan penerapan/pelaksanaan
kurikulum disekolah pada jenjang Sekolah Dasar;

i melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pendidikan
pada jenjang pendidikan Selkolah Dasar;

j. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan implementasi kebijakan di
hidang Sekolah Dasar;

k. melaksanakan program pengembangan dan peningkatan mutu Sekolah

. Dasar;

- | melaksanakan program pencapaian target kurikulum dan prestasi
belajar pescrta didik pada jenjang Sekolah Dasar;

m. melakukan koordinasi, memberikan fasilitasi dan konsultasi dalam
upaya menyelesaikan permasalaban aktual yang berkembang di bidang
Sekolah Dasar:

. menetapkan kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan dan
Pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang
Sekolah Dasar:

0. melaksariakan pengawasan implementasi kebijakan dan program
Pengembangan Sekolah Dasar termasuk penggunaan buku pelajaran di
sekolah; :

* Menilai prestasi kerja bawahan; dan

n}elaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala

dinas, untyk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
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Parogrnt
;ukﬂ‘ Prembinwan Pondbdilc dan Tonnga Kopondidilian Bokoluh Dasar
Paxal 13

\ | ) v I
Qekst Pembinaan Pendidik dan Tenngn Kependidiknn  Sekolah Dasar
-~ \ eh \ e
{ dipimpit oleh  seorang  Kepaln Sell ying  heradn

l . dibawah  dan
bertIBRW 1B juwaby kepada Kepala Bidang Pembinnan Pendidikan Sekolah

D‘\}H\n

Kepalt Scksi l’cn'\l)inxum Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
P’ pasar mempunyai Tugas Pokok Merencanakan, melaksanakan dan
mengﬂ“’“*‘i pcugndnnn distribusi dan pendayagunaan Pendidik dan
penagn Kependidikan - Sekolah  Dasar  berdasarkan norma, standar,
pmscd\ll’, dan kriteria pada tingkat Sekolah Dasar.

F” Dalam mc-luk'smm‘.(mlr Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah

pasar, mempunyai Rincian Tugas: ,

a. melaksanakan pendataan, pengadaan dan ditribusi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; i

b. meiaksanakan kebijakan pemanfaatan/ pendayagunaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar sesuai norma, standar, prosedur
dan kriteria pada tingkat Sekolah Dasar;

c. mengelola  program peningkatan kompetensi, penghargaan dan
perlindungan serta program peringkatan kesejahteraan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;

d. melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan kurikulum dan kalender
pendidikan;

e. mengelola data hasil evaluasi Ujian Sekolah/Ujian Nasional Sekolah
Dasar;

f melaksanakan pemantauan, analisis, eveluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Sekolah Dasar;

g menyusun Japoran hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan memberikan saran
pertirtbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan;

h. menilai prestasi kerja bawahan; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala
bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Seksi Pernbinaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar

Pasal 14 I

Seksi Pembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Dasar
- dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah
Dasar;

|
Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah
Dasar mempunyai Tugaes Pokok: merencanakan, melaksanakan dan
- Mengevaluasi penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
bijakan kelembagaan, dan sarana prasarana Sekolah Dasar.
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| palam ;nelak‘sanak‘n.n Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2)

||3) Kepala Seksi Pem'omaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolal;

| pasar, mempunyal Rincian Tugas :

a. menyusua bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
kelembagaan, sarana. dan prasarana Sekolah Dasar;

' p. melaksanakan pendataan, pengadaan dan ditribusi sarana dan

{ prasarana Sekolah Dasar;

| . menyusun bahan pemantauan dan pembinaan kelembagaan, sarana

‘ dan prasarana Sel:olah Dasar;

E d melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan

i pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Kelembagaan dan

{ sarana Prasarana Sekolah Dasar;
e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan
Kelembagas}n dan sarana Prasarana Sekolah Dasar dan memberikan
saran pertimbangar kepada pimpinan sebagai bahan perumusan
kebijakan;

f. menilai prestasi kerja bawahan; dan

g. rr!elaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala
bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

{

Paragraf 4 b

i

Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar
Pasal 15

1) Seksi Perubinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah
Dasar dipimp.n oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah
Dasar; .

) Kepala Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Sekolah Dasar mempunyai Tugas Pokok : membuat dan merencanakan
program peningkatar. mutu siswa dalam pencapaian kualitas akademik
dan non-akademik sesuai dengan karakteristik pribadi, tugas,
perkembangan, kebutuhan, bakat, minat dan Kkreativitas siswa Sekolah
Dasar.

3) Dalam melaksanakar. Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2),
Kepala Scksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Sekolah Dasar, mempunyai Rincian Tugas:

a. melaksanakan kebijakan pengembangan penyusunan bahan
perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pada Seksi
Pembinaan Feserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter
peserta didik Sekolah Dasar;

b. melaksanakan penataan dan pengelolaan penerirnaan peserta didik
baru serta pendataan peserta didik, bakat dan prestasi siswa;

c. menyusun bahan pemantauan pembinaan minat, bakat, prestasi,
dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;

d. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;

e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Peserta
Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan memberikan
saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan
kebijakan,;

f. menilei prestasi kerja bawahan; dan -
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala
bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
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Baglan Kelima
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Paragraf 1
Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pasal 16

\1) Bidang Pembinaarll Pendidikar Sekolah Menengah Pertama dipimpin
{ secorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas;

0 Kepala Bi(liang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan penyusunan  bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah
Menengah Pertama, membimbing, mengendalikan serta mengawasi
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari seksi Pembinaan Pendidik dan
Tenaga Kevendidikan Sekolah Menegah Pertama, seksi Pembinaan
Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, dan seksi
Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah
Pertama.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menrengah Pertama,
mempunyai Fungst:

a. penyusunan rencana kerja bidang;

b. penjabaran kebijakan teknis;

c¢. pengkoordinasian  penyiapan dan penyelenggaraan  Pembinaan
Pendidikan Sckolah Menengah Pertama;

d. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan teknis, pengurusan dan
Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

e. pengkoordinasian fasilitasi akreditasi satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama; :

f. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah
Menengah Pertarna;

8 penyusunan bahan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
kelembagaan, sarar.a prasarana, serta peserta didik dan pembangunan
karakier Sekolah Mer.engah Pertama;

h. pengkoordirasian kegiatan penilaian hasil belajar, pengujian/uji
kompetensi dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Menengah Pertama;

i, penyiapan bahan lapcran bulanan, triwulan dan tahunan atau setiap
saat diperlukan.

4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3). Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama mempunyai Rincian Tugas:

4. menyusun bahan Rencane. Strategis (RENSTRA} dan Rencana Kinerja
(RENJA) sesuai lingkup tugasnva;

b. menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan
lainnya sesuai lingkup tugasnya;

€. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan
sesuai lingkup tugasnya;

d. menganalisis kerangka dasar dan struktur kurikulum  Sckolah
Menengah Pertama termasuk alternatis kurikulum muatan lokal untuk

i meningkatkan dan mengembangkan keunggulan wilayah /lokal;

ﬁr €. menganalisis dan merumuskan standar kompetensi kelulusan;
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aualisis data, informasi dan isu-isu kesiswaan, kurikulum, dan
pe kelola yang terkeit dengan pengelolaan dan pengembangan bidang
tt olah Menengah Pertama,; ;
se‘ yusun petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan dan
g ml{ngkatan mutu Sexolan Menengah Pertama;
ef;yusun hahan/materi pembinaan penerapan/pelaksanaan
' k:dkulum disekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama;
| melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pendidikan
I ada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
: melaksanakan sosialisasi dan pembinaan implementasi kebijakan di
j- pidang Sekolah Mener.gah Pertama;
xﬂelaksanakan prograrn pengembangan dan peningkatan mutu Sekolah
k. Menengah Pertama; _
| melaksanakan prograra pencapaian target kurikulum dan prestasi
" pelajar peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama,
melakukan koordinasi, memberikan fasilitasi dan konsultasi dalam
upaya menye'esaikan permasalahan aktual yang berkembang di bidang
gekolah Menengah Pertama;
menetapkan kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan dan
: pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang
Sekolah Menengah Pertama;
melaksanakan pengawasan implementasi kebijakan dan program
pengembangan Seizolah Menengah Pertama termasuk penggunaan
puku pelajaran di sekolah;
menilai prestasi kerja bawahan; dan
melaksanaxan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala
dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 17

1) Seksi Pembinaan Pendicik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah
’ Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama;

Kepala Seksi Pembiraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Menengah FPertama mempunyai Tugas Pokok : Merencanakan,
melaksanakan dan mengawasi pengadaan distribusi dan pendayagunaan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
berdasarkan norina, standar, prosedur, dan kriteria pada tingkat Sekolah
Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2),

Kepala Scksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah

Menengah Pertama, mempunyai Rincian Tugas :

4. melaksanakan pendstaan, pengadaan dan ditribusi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

b. melaksanaken kebijakan pemanfaatan/ pendayagunaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikar: Sekolah Menengah Pertama sesuai norma,

Standar, prosedur dan kriteria pada tingkat Sekolah Menengah
Pertama;
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mengelola  program  peningkatan kompetensi, penghargaan dan

erlindungan serta peningkatan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

d. melaks‘anakan evaluasi atas penyelenggaraan kurikulum dan kalender
pendidikan;

¢. mengelola data hasil evaluasi Ujian Sekolah/Ujian Nasional Sekolah
Mencngan Pertarna;

{ melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinazn Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; |

g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Pendidik
dan Tenaga Kevendidikan Sekolah Menengah Pertamadan memberikan
saran pertimbangar kepada pimpinan sebagai bahan Jperumusan
kebijakan;

h. meniial prestasi kerje. bawahan; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala

bidang, untuk m :ndukurng kelancaran pelaksanaan tugas.

I

Paragraf 3

Seksi Pembinuan Kelembagaan dan sarana Prasarana
Sekalah Menengah Pertama

Pasal 18

[1) Seksi Pembinaan Kelemnbagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengah
Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepade Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama;

) Kepala Seksi rembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah
Menengah Pertama mempunyai Tugas pokok : merencanakan,
melaksanakan dan mengevaluasi penyusunan bahan perumusan,
keordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, dan sarana prasarana
Sekolab Menengah Pertaina.

3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah
Menengah Pertama, mempunyai Rincian Tugas :

a. menyusun bahan perumusan, kcordinasi pelaksanaan kebijakan
kelembagaan, sarana, dan prasarana Sekolah Menengah Pertama,;

b. melaksanakan pendataan, pengadaan dan ditribusi sarana dan
prasarana Sekolah Menengah Pertama; ' i

¢. menyusun bahan pemantauan dan pembinaan kelembagaan, sarana
dan prasarana 3ekolah Dasar;

d. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Kelembagaan dan
sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;

e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan
Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan
memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan
perumusan kebijakan;

f. menilai prestasi kerja bawahan; dan

g8 melaksanakan tugas kedinesan lainnya yang diperintahkan kepala
bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
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Paragraf 4

Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 19

h” Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah
Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

dibawah dar bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan
pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

0) Kepala Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
r‘ gekolah Menengah Pertama mempunyai Tugas Pokok : Membuat dan
merencanakan program peningkatan mutu siswa dalam pencapaian
kualitas akademik dan non-akademik sesuai dengan karakteris;tik pribadi,
tugas, perkembangan, kebutuhan, bakat, minat dan kreativitas siswa
Sekolan Dasar.

) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Sekolah Menengah Pertama, mempunyai Rincian Tugas :

a.melaksanakan  kebijakan  pengembangan  penyusunan bahan
perumusan; koordinasi pelaksanaan kebijakan pada Seksi Pembinaan
Peserta Didix dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta
didik Sekolah Menengah Pertama;

b.melaksanakan penataan dan pengelolaan penerimaan peserta didik

baru serta pendataan peserta didik, bakat dan prestasi siswa;
¢. menyusun bahan pemantauan pembinaan minat, bakat, prestasi,
dan pembangurnian karakter peserta didik Sekolah Msnengah Pertama;
d.melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijekan pada scksi Pembinaan Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
- e.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Peserta
Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertamadan

memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan

perumusan kebijakan;
f. menilai prestasi kerja bawahan; dan
8 melaksanaksn tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala

bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
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BAB V
TATA KERJA
Pasal 20

) palam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan wajib dan
( taat berpedoman pada lketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Kepala Dinas Pe_ndu_iikan mengembangkan koordinasi dan kerjasama

dengan Organisasi Ferangkat Daerah dan/atau instansi
pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan
memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

Pasal 21

kepela Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,
l)abatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas wajib melaksanakan
gas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
ndengan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi,
Lmkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 22

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Képa]a Seksi,
Jabatan  Furgsional Tertentu pada Dinas wajib memimpin,
mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas, memktina dan menilai kinerja bawahan masing-masing;

9) Kepale. Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,
Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi
perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Kepala Dinas, Sekretatis, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian. Kepala Seksi,
Jabaran Fungsional Tertentu pada Dinas wajib mengawasi dan mengendalikan
sanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah
g diperlukan apabila raen=mukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 24

1) Kepala Dinas, Sekretazis, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,
Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas wajib menyampaikan laporan dan
kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

%) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
Pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
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BAB VI
SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 25

n Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan yang
dibawah dert bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

aatua
aﬂ[u
E‘n bcradﬂ

pala Satuan Pendidikan mempunyai Tugas Pokok : membantu Kepala
l[\)i;}x)as dalam hal merencanakan, melaksanakan pendataan, teknik dan
sarana, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta melaporkan

hasil kegiatan Satuan Fendidikan serta tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

palam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
) Kepala Satuan Pendidikan, mempunyai, Rincian Tugas :
melaksenakan Penyusunan Program /Kegiatan;
" menvelenggarakan urusan tata usaha;
merumuskan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
_ melaksanakan pengadaan dan peralatan sesuai kebutuhan Satuan
pendidikan;
e melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan
{ melaksanakan kegiatan sesuai norma dan prosedur;
g melaksanakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan;
r.. melaksanakan Pelayanan Pendidikan Nonformal pada SKB sebagai
satuan pendidikan sejenis lainnya;
melaksanakan dan membina hubungan kerjasama dengan orang tua
peserta didik dan masyarakat;
mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan
kepeda bawahan dan mengevaluasi hasil kerjanya;
k. membuat laporan hasil kegiatan serta memberikan saran dan
pertinbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam
J‘ penentuan kebijakan.
l

e

S

Pembentukan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 26

tan Fungsional mempunyai tugas mclaksanakan sebagian tugas dan
gsi Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

| Jabatan ‘ungsional sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 terdiri dari

sejumlah jabatan fungsicnal sesuai dengan keahlian;

S.et‘iap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

glplmpin oleh seorang teraga fungsional serior yang ditunjuk oleh Kepala
inas;

»Jenis dan Jenjang Jzbatan Fungsional ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja;

Jumiah Jabatan [Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan Dinas.

20

Scanned by CamScanner



B A B VIII
PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 11
mahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas
k’endidikan Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Fcraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

gar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qeraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 2 Desember 2016

—
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] g;____ WALIKOTA PALOPO,

.JUDAS AMIR

Piundangka.n di Palopo
pada tanggal : 2 Desember 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

HJ UDDIN

gERITA DAERAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016
NOMOR 33
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"TNOMOR : 33 Tanun 2016

f

TANGGAL: 2 Desember
DINAS PENDIDIKAN KOTA

JABATAN
FUNGSIONAL

[ e e e e e i

#aloro

KEPALA
DINAS

SEKRETARIAT

-T

I

SUB BAGIAN
UMUM, KEPEGAWAIAN DAN
PENYELENGGARAAN TUGAS

PEMBANTUAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN, KEUANGAN,
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

—

BIDANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN

INFORMAL

N

SEKSI
—| PEMBINAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI

SEKSI
PEMBINAAN PENDIDIKAN
KEAKSARAAN DAN
KESETARAAN

SEKSI
PEMBINAAN LEMBAGA

g TANGCA 4

— | KURSUS DAN PELATIHAN

SATUAN

PENDIDIKAN

[

S

| SARANA PRASARANA SD

L—] PEMBANGUNAN KARAKTER SD

BIDANG
PEMBINAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR

BIDANG
PEMBINAAN PENDIDIKAN SEKOLAH
MENEGAH PERTAMA

SEKSI
PEMBINAAN PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN SD

SEKSI
PEMBINAAN PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN SMP

SEKSI
PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN

SEKSI
PEMBINAAN KELEMBAGAAN
DAN SARANA PRASARANA SMP

SEKSI
PEMBINAAN PESERTA DIDIK DAN

SEKSI
PEMBINAAN PESERTA DIDIK DAN
PEMBANGUNAN KARAKTER SMP

WALIKOTA PALOPO

. M. JUDAS AMIR
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